
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Perbankan Syariah 

 
Menurut Wangsawidjaya Z, Pembiayaan Bank Syariah, Jakarta : Gramedia 

Pustaka Utama, 2012 Hal. 15−16 Kata Bank dari kata banque dalam  bahasa 

Perancis, dan dari kata banco dalam bahasa Italia yang berarti peti, lemari dan 

bangku. Pada umumnya yang dimaksud bank syari’ah adalah lembaga keuangan 

yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas 

pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip- 

prinsip syariah. Oleh karena itu usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah 

uang sebagai perangkat utamanya. 

Bank syari’ah terdiri dua kata, yaitu bank dan syari’ah. Kata bank bermakna 

suatu lembaga keuangan yag berfungsi sebagai perantara keuangan dari kedua 

belah pihak yait pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. 

Kata syari’a dalam versi bank syari’ah adalah atura peranjian berdasarkan yang 

dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atas 

pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai hukum islam. Maka bank 

syari’ah dapat diartikan sebagai suatu lembaga keuangan yang berfungsi menjadi 

perantara bagi pihak yang berlebihana dan dn pihak yang membutuhkan dana 

untuk kegiatan usah atau kegiatan yang lainnya sesuai hukum islam. 

Dengan demikian, bank syari’ah adalah bank yang tidak mengandalkan 

bunga, dan operasional produknya, baik penghimpunan maupun penyuluhan 



 

 

 

 

 

dananya dan lalu lintas pembayaran serta peredaran uang dari dan untuk debitur 

derdasarkan prinsip-prinsip hukum islam. 

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip 

Syari’ah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti 

ketentuan-ketentuan Syari’ah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara 

bermuamalah secara islam. 

Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga 

keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan 

berlandaskan pada Al Qur’an dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank 

Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan 

dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang 

pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip Syari’at Islam. 

Antonio dan perwataadmadja membedakannya menjadi dua pengertian, 

yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan  prinsip  Syari’at  Islam.  

Bank Syari’ah yaitu : 

1. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syari’at Islam. 

 

2. Bank yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentun Al 

Qur’an dan Hadits. 

Menurut Sudarsono (2004), Bank Syari’ah adalah lembaga keuangan yang 

usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa lain dalam lalu lintas pembayaran 

serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip prinsip syari’ah. 



 

 

 

 

 

Menurut Siamat, Dahlan (2004) “Bank Syari’ah adalah yang dalam 

menjalankan usahanya bedasarkan pada prinsip-prinsip hukum atau syari’ah 

dengan mengacu kepada Al-Quran dan Al-Hadist. 

Menurut Gozali (2004) Bank Syari’ah adalah bank yang berdasarkan, antara 

lain kemitraan, keadilan, transparansi dan universal, serta melakukan kegiatan 

usaha perbankan berdasarkan prinsip islam syari’ah,  (Gozali,  2004).  

Berdasarkan pendapat para ahli diatas kami menarik kesimpulan, Bank Syari’ah 

merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar ekonomi di sektor 

riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli atau lainnya) yang 

berdasarkan prinsip syari’ah. 

Sementara Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip Syari’ah Islam 

adalah Bank yang dalam operasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan Syari’at 

Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. 

Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalah itu harus dijahui oleh hal-hal 

dan praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur riba untuk diisi 

dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan 

perdagangan. 

Perbankan syariah memiliki tujuan yang sama seperti perbankan 

konvensional, yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan 

dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha, 

atau kegiatan lainnya yang sesuai. Prinsip hukum Islam melarang unsur-unsur di 

bawah ini dalam transaksi-transaksi perbankan tersebut : 

https://id.wikipedia.org/wiki/Syariah


 

 

 

 

 

1. Perniagaan atas barang-barang yang haram 

 
2. Bunga (بر  ا  riba) 

 
3. Perjudian dan spekulasi yang disengaja (م ي سر maisir), serta 

 
4. Ketidak jelasan dan manipulatif (غرر gharar) 

 
Perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 1 : Perbandingan Bank Syariah dengan Bank Konvensional 

Bank Islam Bank Konvensional 

Melakukan hanya investasi 
yang halal menurut hukum Islam 

Melakukan investasi baik yang halal 
atau haram menurut hukum Islam 

Memakai prinsip bagi hasil, jual-beli, 
dan sewa 

Memakai perangkat suku bunga 

Berorientasi keuntungan 
dan falah (kebahagiaan dunia dan 

akhirat sesuai ajaran Islam) 

 

Berorientasi keuntungan 

Hubungan dengan nasabah dalam 
bentuk kemitraan 

Hubungan dengan nasabah dalam 
bentuk kreditur-debitur 

Penghimpunan dan penyaluran dana 
sesuai fatwa Dewan Pengawas Syariah 

Penghimpunan dan penyaluran dana 
tidak diatur oleh dewan sejenis 

 

Sumber : Syafi'i Antonio, Muhammad (2001). Bank Syariah, Dari Teori ke Praktik, 

penyunting Dadi M.H. Basri, Farida R. Dewi, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press. 

 

2.2 Sejarah Perbankan Syariah 

 
Awal mula kegiatan Bank Syari’ah yang pertama sekali dilakukan adalah di 

Pakistan dan Malaysia pada sekitar tahun 1940-an. Dibelahan negara lain pada 

kurun 1970-an, sejumlah bank berbasis islam kemudian muncul. Di Timur Tengah 

antara lain berdiri Dubai Islamic Bank (1975), Faisal Islamic Bank of Sudan 

(1977), Faisal Islamic Bank of Egypt (1977) serta Bahrain Islamic Bank (1979). 

Di Asia-Pasifik, Phillipine Amanah Bank didirikan tahun 1973 berdasarkan Dekrit 

Presiden, dan di Malaysia tahun 1983 berdiri Muslim Pilgrims Savings 

https://id.wikipedia.org/wiki/Perniagaan
https://id.wikipedia.org/wiki/Haram
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_bunga
https://id.wikipedia.org/wiki/Riba
https://id.wikipedia.org/wiki/Perjudian
https://id.wikipedia.org/wiki/Spekulasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Ketidakpastian
https://id.wikipedia.org/wiki/Manipulasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Halal
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_bunga
https://id.wikipedia.org/wiki/Kreditur
https://id.wikipedia.org/wiki/Debitur
https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Syafii_Antonio


 

 

 

 

 

Corporation yang bertujuan membantu mereka yang ingin menabung untuk 

menunaikan ibadah haji. 

Deregulasi perbankan dimulai sejak tahun 1983. Pada tahun tersebut, BI 

memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. 

Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi perbankan maka akan tercipta 

kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang 

perekonomian. Pada tahun 1983 tersebut pemerintah Indonesia pernah berencana 

menerapkan "sistem bagi hasil" dalam perkreditan yang merupakan konsep dari 

perbankan syariah. 

Pada tahun 1988, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi 

Perbankan 1988 (Pakto 88) yang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada 

bisnis perbankan harus dibuka seluas-luasnya untuk menunjang pembangunan 

(liberalisasi sistem perbankan). Meskipun lebih banyak bank konvensional yang 

berdiri, beberapa usaha-usah perbankan yang bersifat daerah yang berasaskan 

syariah juga mulai bermunculan. 

Inisiatif pendirian bank Islam Indoensia dimulai pada tahun 1980 melalui 

diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji 

coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di 

antaranya di Bandung  (Bait  At-Tamwil  Salman  ITB)  dan  di  Jakarta  

(Koperasi Ridho Gusti). 

Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja 

untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990, 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan 



 

 

 

 

 

perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian 

dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 – 25 

Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja 

pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim 

Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi 

dengan semua pihak yang terkait. 

Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank 

syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang 

sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 

Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 

106.126.382.000,- Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belumlah 

memperolehperhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. 

Landasanhukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, saat itu hanya 

diakomodir dalam salah satu ayat tentang "bank dengan sistem bagi hasil"pada 

UU No. 7 Tahun 1992; tanpa rincianlandasan hukum syariah serta jenis-jenis 

usaha yang diperbolehkan. 

Pada tahun 1998, pemerintah dan DewanPerwakilan Rakyat melakukan 

penyempurnaan UU No. 7/1992 tersebutmenjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang 

secara tegas menjelaskan bahwaterdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air 

(dual banking system),yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan 

syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan 

berdirinya beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, 



 

 

 

 

 

Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan 

BPD Aceh dll. 

Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian 

hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti: (i) UU No.21 

tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (ii) UU No.19 tahun 2008 tentang Surat 

Berharga Syariah Negara (sukuk); dan (iii) UU No.42 tahun 2009 tentang 

Amandemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Dengan 

telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan 

syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan 

mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres 

perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih 

dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri 

perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin 

signifikan.Lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS 

dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari dua tahun 

(2009-2010). 

Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, 

dalam dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak 

pencapaian kemajuan, baik dari aspek lembagaan dan infrastruktur penunjang, 

perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun awareness dan literasi 

masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah kita 

menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. 



 

 

 

 

 

Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 

Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 BPRS 

dengan total aset sebesar Rp. 273,494 Triliun dengan pangsa pasar 4,61%. Khusus 

untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset gross, pembiayaan, dan Dana Pihak 

Ketiga(BUS dan UUS) masing-masing sebesar Rp. 201,397 Triliun, Rp. 85,410 

Triliun dan Rp. 110,509 Triliun. 

Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan 

berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Maka pengawasan dan 

pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. OJK selaku otoritas sektor 

jasa keuangan terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan 

sektor keuangan syariah yang telah tertuang dalam Roadmap Perbankan Syariah 

Indonesia 2015-2019 yang dilaunching pada Pasar Rakyat Syariah 2014. 

Roadmap   ini diharapkan  menjadi panduan arah pengembangan yang berisi 

insiatif-inisiatif strategis untuk mencapai sasaran pengembangan yang ditetapkan. 

2.3 Dasar Hukum Bank Syariah di Indonesia 

 
Melalui Pasal 6 huruf m Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan. Pasal 6 huruf m beserta penjelasannya tidak mempergunakan sama 

sekali istilah Bank Islam atau Bank Syariah sebagaimana dipergunakan kemudian 

sebagai  istilah  resmi  dalam  UUPI,  namun  hanya   menyebutkan: 

“menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai 

dengan     ketentuan     yang     ditetapkan     dalam     Peraturan     Pemerintah.” 

Di dalam Pasal 5 ayat (3) PP No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum pun hanya 

disebutkan frasa “Bank Umum yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil” 



 

 

 

 

 

dan di penjelasannya disebut “Bank berdasarkan prinsip bagi hasil”. Begitu pula 

dalam Pasal 6 ayat (2) PP No. 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat 

hanya menyebutkan frasa “Bank Perkreditan Rakyat yang akan melakukan 

kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil” yang dalam penjelasannya disebut 

“Bank Perkreditan Rakyat yang berdasarkan bagi hasil”. 

Kesimpulan bahwa “bank berdasarkan prinsip bagi hasil” merupakan istilah 

bagi Bank Islam atau Bank Syariah baru dapat ditarik dari Penjelasan Pasal 1 ayat 

(1) PP  No.   72  Tahun  1992  tentang  Bank   Berdasarkan  Prinsip  Bagi   Hasil. 

 

Dalam penjelasan ayat tersebut ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip 

bagi hasil adalah prinsip muamalat berdasarkan Syari’at dalam melakukan 

kegiatan usaha bank. 

Melihat ketentuan-ketentuan yang ada dalam PP No. 72 Tahun 1992, 

keleluasaan untuk mempraktekkan gagasan perbankan berdasarkan syariat Islam 

terbuka seluas-luasnya, terutama berkenaan dengan jenis transaksi yang dapat 

dilakukan. Pembatasan hanya diberikan dalam hal : 

1. Larangan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi 

hasil (maksudnya kegiatan usaha berdasarkan perhitungan bunga) bagi 

Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya 

semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. Begitu pula Bank Umum 

atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan 

prinsip bagi hasil dilarang melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan 

prinsip bagi hasil. 



 

 

 

 

 

2. Kewajiban memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas 

melakukan pengawasan atas produk perbankan baik dana maupun 

pembiayaan agar berjalan sesuai dengan prinsip Syari’at, dimana 

pembentukannya dilakukan oleh bank berdasarkan hasil konsultasi 

dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). 

Pada saat berlakunya UU No. 7 Tahun 1992, selain ketiga PP tersebut di 

atas tidak ada lagi peraturan perundangan yang berkenaan dengan Bank Islam. 

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa eksistensi Bank Islam yang telah diakui 

secara hukum positif di Indonesia, belum mendapatkan dukungan secara wajar 

berkenaan dengan praktek traksaksionalnya. Hal ini dapat dilihat misalnya dari 

tidak seimbangnya jumlah dana yang mampu dikumpulkan dibandingkan dengan 

penyalurannya di masyarakat. 

2.4 Fungsi Perbankan Syariah 

 
Dalam paradigma akuntansi Islam, secara garis besar terdiri atas 4 fungsi 

utama, hal ini termuat dalam buku “bank syariah dari teori ke praktik” karangan 

Muhamad Syafi’i Antonio, yaitu fungsi bank syariah sebagai manajemen 

investasi, fungsi bank syariah sebagai investasi, fungsi bank syariah sebagai jasa- 

jasa keuangan, dan fungsi bank syariah sebagai jasa sosial. 

1. Fungsi bank syariah sebagai Manajemen investasi 

 

Bank-bank syariah dapat melaksanakan fungsi ini berdasarkan 

kontrak mudharabah atau kontrak perwakilan. Menurut kontrak 

mudharabah, bank (dalam kapasitasnya sebagai mudharib, yaitu pihak 

yang melaksanakan investasi dana dari peihak lain) menerima 



 

 

 

 

 

presentase keuntungan hanya dalam kasus untung. Dalam ha terjadi 

kerugian, sepenuhnya menjadi risiko dana (shahibu mal), sedangkan 

bank tidak ikut menanggungnya. 

2. Fungsi bank syariah sebagai Investasi 

 

Bank-bank syariah menginvestasikan dana yang ditempatkan pada 

dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan 

menggunakan aat-alat investasi yang konsisten denagan syariah. Di 

antara contohnya adalah kontrak murabahah, musyarakah, bai’ as-salam, 

bai’ al-istisna’, ijarah, dan lain-lain. Rekening investasi menjadi dua 

yakni rekening investasi tidak terbatas dan terbatas. 

a. Rekening investasi tidak terbatas (general investment) 

Pemegang rekening jenis ini memberi wewenang kepada bank 

syariah unutk menginvestasika dananya dengan cara yang 

dianggap paling baik dan feasible, tanpa menerapakan 

pembatasan jenis, waktu, dan bidang usaha investasi. 

b. Rekening investasi terbatas 

 

Pemegang rekening jenis ini menerapkan pembatasan tertentu 

dalam hal jenis, bidang usaha, dan waktu bank 

menginvestasikan dananya. 

3. Fungsi bank syariah sebagai Jasa keuangan 

 

Bank syariah dapat juga menawarkan berbagai jasa keuangan 

lainnya berdasakan wupah (fee based) dalam sebuah kontrak perwakilan 



 

 

 

 

 

atau penyewaan. Contohnya, garansi, transfer kawat, L/C, dan 

sebagainya. 

4. Fungsi bank syariah sebagai Jasa sosial 

 

Konsep perbankan islam/syariah mengharuskan bank islam 

melaksanakan jasa sosial, bisa melalui dana qardh (pinjaman kebaikan), 

zakat, atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Konsep 

perbankan syariah juga mengharuskan bank syariah memainkan peran 

dalam pengembangan sumber daya insani dan menyumbang dana bagi 

pemeliharaan serta pengembangan lingkungan hidup. 

 
 

2.5 Produk-Produk Bank Syariah 

 
Produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu: 

 

1. Penyaluran dana 

 

Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk 

pembiayaan syariah terbagi ke dalam tiga kategori yang dibedakan 

berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu: 

a. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang 

dilakukan dengan prinsip jual beli. 

b. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa 

dilakuakan dengan prinsip sewa. 

c. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna 

mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil. 



 

 

 

 

 

Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan bank 

ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang 

dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk uang 

menggunakan prinsip jual beli seperti murabahah, salam, dan istishna serta 

produk yang menggunakan prinsip sewa yaitu ijiarah. 

Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank 

ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi 

hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil 

yang disepakati dimuka. 

Produk perbankan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah 

musyarakah dan mudharabah. 

1. Prinsip Jual Beli (Ba’i) 

 

Prinsip jual-beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya 

perpindahan kepemilikan barang atau benda (transfer of property). 

Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian 

harga atas barang yang dijual. Transaksi jual – beli dibedakan 

berdasarkan bentuk pembayarannya. 

a. Pembiayaan Murabahah 

 

Murabahah bi tsaman ajil atau lebih dikenal sebagai 

murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan) yaitu 

transaksi jual-beli di mana bank menyebut jumlah 

keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara 

nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank 



 

 

 

 

 

dari pemasok ditambah keuntungan.kedua belah pihak harus 

menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayarannya. 

b. Salam 

 

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang 

diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang 

diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan 

tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah 

sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, 

namun dalam transaksi ini kuantitas, harga, dan waktu 

penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Ketentuan 

umum salam. 

c. Istishna 

 

Produk ini menyerupai produk salam, namun dalam istihna 

pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa 

kali (termin) pembayaran. Skim istihna dalam bank syariah 

umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan 

konstruksi. 

2. Prinsip Sewa (Ijarah) 

 

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. 

Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual 

beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila 

pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijiriah 

objek transaksinya adalah jasa. 



 

 

 

 

 

3. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah) 

 

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan prinsip bagi 

hasil adalah musyarakah dan mudharabah. 

a. Musyrakah 

 

Musyarakah adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua 

pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama 

memadukkan seluruh bentuk sumber daya (aset) baik yang 

berwujud maupun tidak berwujud berupa dana, barang 

perdagangan [trading asset], kewiraswaataan 

[entrepreneurship], kepandaian [skill], kepemilikan 

[property], peralatan[equipment], atau intangible asset 

[seperti hak paten atau goodwill], kepercayaan/reputasi 

[credit worthiness] dan barang-barang lainnya yang dapat 

dinilai dengan uang. 

b. Mudharabah 

 

Mudhrabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih 

pihak dimana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan 

sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu 

perjanjian pembagian keuntungan. 

c. Mudharabah Muqqayada 

 

d. Karakteristik mudharabbah muqayadah pada dasarnya sama 

dengan persyaratan diatas. Perbedaannya adalah terletak pada 



 

 

 

 

 

dasarnya adanya pembatasan penggunaan modal sesuai 

dengan permintaan pemilik modal. 

2. Produk Penghimpunan Bank 

 

Penghimpunan dana di Bank Syari’ah dapat berbentuk giro, 

tabuangan dan deposito. Prinsip operasional syari’ah yang diterapkan 

dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan 

mudharabah. 

1. Prinsip Wadiah 

 

Prinsip wadiah yang diterapkan adalah wadiah dhamanah 

yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadiah dhamanah 

berbeda dengan wadiah amanah. Dalam wadiah dhamanah, pada 

prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. 

Sedangkan dalam hal Wadiah dhamanah, pihak yang dititipi (bank) 

bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh 

memanfaatkan harta titipan tersebut. 

2. Prinsip Mudharabah 

 

Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan 

atau deposan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan 

bank sebagai mudharib pengelola. Hasil usaha ini akan dibagi 

hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank 

menggunakannya untuk melakukan pembiayaan mudharabah, 

maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. 

Rukun mudharabah terpenuhi sempurna (ada mudharib – ada 



 

 

 

 

 

pemilik dana, ada usaha yang akan dibagi hasilkan, ada nisbah, ada 

ijab kabul). Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk 

tabungan     berjangka     dan     deposito      berjangka. 

Berdasarkan kewenangan yang diberikan pihak penyimpan dana, 

prinsip mudharabah terbagi tiga yaitu: 

a. Mudaharabah mutlaqah 

 

Penerapan mudharabah mutlaqah dapat berupa tabungan dan 

deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana 

yaitu: tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. 

BerdasArkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank 

dalam menggunakan dana yang dihimpun. 

b. Mudharabah     Muqqayyadah      on      balance      Sheet 

Jenis mudharabbah ini merupakan simpanan  khusus 

(restriced investment) dimana pemilik dana dapat 

menetapkan syarat – syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh 

bank. Misalnya diisyarakatkan digunakan untuk bisnis 

tertentu atau diisyaratkan untuk nasabah tertentu. Perhitungan 

bagi hasil Mudharabah Muqqayyadah on balance Sheet 

adalah seluruh nasabah kepada bank tanpa ada pembatasan 

tertentu pada pelaksana usaha yang dibiayai maupun akad 

yang digunakan. Nasabah investor memberikan kebebasan 

secara mutlak kepada Bank Syari’ah untuk mengatur seluruh 



 

 

 

 

 

aliran dana, termasuk memutuskan jenis akad dan pelaksana 

usaha di seluruh sektor. 

c. Mudharabah     Muqqayyadah     off     Balance     Sheet  

Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana 

mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana 

bank bertindak sebagai perantara (arranger) yang 

mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana 

usaha. Dalam skema ini Bank Syari’ah bertindak sebagai 

arranger saja. Pencatatan transaksinya di bank syariah secara 

off balance sheet. Bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah 

investor dan pelaksana usaha saja. Besar bagi hasil 

tergantung kesepakatan antara nsabah investor dan pelaksana 

usaha bank hanya memperoleh arrengger fee. 

3. Akad Pelengkap 

 

Untuk mempermudah pelaksanaan penghimpunan dana. Biasanya 

diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan 

untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah 

pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari 

keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta 

pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. 

Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar- 

benar timbul. 



 

 

 

 

 

1. Sharf (Jual Beli Valuta Asing) 

 

Pada prinsipnya jual-beli valuta asing sejalan dengan prinsip sharf. 

Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini penyerahannya harus 

dilakukan pada waktu yang sama (spot). Bank mengambil 

keuntungan dari jual beli valuta asing ini. 

2. Ijarah (sewa) 

 

Jenis kegiatan ijarah antara lain penyewaan kotak simpanan buka 

tutup (safe deposit box) dan jasa tata-laksana administrasi dokumen 

(custodian). Bank dapat imbalan sewa dari jasa tersebut. 

3. Jasa Perbankan 

 

Bank syari’ah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan 

kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau 

keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa: 

a. Hiwalah (Alih Utang – Piutang) 

 

Hiwalah adalah transaksi mengalihkan utang piutang. 

 

b. Rahn (Gadai) 

 

Tujuan akad rahn adalah untuk memberikan jaminan 

pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan 

pembiayaan. Barang yang digadaikan harus milik sendiri, jelas 

ukuran,sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil 

pasar,dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh 

bank. 



 

 

 

 

 

c. Qardh 

 

Qardh adalah pinjaman uang. 

 

d. Wakalah 

 

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah 

memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya 

melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, 

inkaso dan transfer uang. 

e. Kafalah (Garansi Bank) 

 

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk 

menjaminpembayaran suatu kewajiban pembayaran. 

2.6 Pengertian Administrasi 

 
Kata “administrasi” berasal dari bahasa Yunani administrare yang berarti 

pengabdian atau service, pelayanan. Ada dua pengertian administrasi, yaitu 

administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas. 

Pengertian administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan penyusunan dan 

pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan 

keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan 

dalam satu hubungan satu sama lain. Administrasi dalam arti sempit ini 

sebenarnya lebih tepat disebut sebagai tata usaha. 

Pengertian administrasi dalam arti luas adalah kegiatan kerja sama yang 

dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana 

ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai 

tujuan secara efektif dan efisien. Jadi, pengertian administrasi dalam arti luas 

http://www.pengertianahli.com/2013/11/pengertian-data-dan-jenis-data.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Kerjasama


 

 

 

 

 

memiliki unsur-unsur sekelompok orang, kerja sama, pembagian tugas secara 

terstruktur, kegiatan yang runtut dalam proses, tujuan yang akan dicapai, dan 

pemanfaatan berbagai sumber. 

Administrasi didefenisikan oleh banyak para ahli, karena memang istilah 

administrasi mempunyai berbagai macam pengertian di Indonesia saja. The Liang 

Gie telah berhasil mengumpulkan lebih dari mepat puluh lima defenisi 

administrasi kemudian ia mengelompokkan kedalam tiga kategori defenisi 

administrasi, yakni : 

a. Administrasi     dalam     pengertian     proses     atau     kegiatan 

Menurut Sondang P. Siangan Administrasi adalah keseluruhan proses 

kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas 

rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah dibentukan. 

b. Administrasi dalam pengertian tata usaha 

Menurut munawardi Reksohadiprowiro “dalam arti sempi” administrasi 

berarti tata usaha yang mencakup setiap pengaturan yang rapid an 

sistematis serta penentuan fakta-fakta serta tertulis dengan tujuan 

memperoleh pandangan yang menyeluruh serta hubungan timbale balik 

antara satu fakta dengan fakta lainnya. 

c. Administrasi dalam pengertian pemerintah Menurut Wijana, 

administrasi adalah “Rangkaian semua organ-organ Negara rendah dan 

tinggi yang bertugas menjalankan pemerintahan pelakanaan dan 

kepolisian. 



 

 

 

 

 

Pengertian administrasi juga di defenisikan oleh para ahli dan negeri diantaranya : 

 

1. Leonard D. White (1958) Administrasi adalah suatu proses yang umum 

dalam semua usaha-usaha suatu kelompok baik dalam usaha umum atau 

pribadi. 

2. Wiliaw H. Newman (1963) Administrasi adalah pembimbingan, 

kepemimpinan dan pengawasan usaha-usaha suatu kelompok individu 

kearah pencapaian tujuan bersama. 

2.7 Unsur-unsur Administrasi 

 
Kegiatan yang bersifat kerja sama mencakup bidang yang sangat luas 

dimana saja kerja sama selalu melekat pada kegiatan manusia menurut The Liang 

Gie yang disebut administrasi adalah ; “Segenap proses penyelenggaraan dalam 

setiap usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu”. 

Dari defenisi The Liang Gie tersebut kita mendapat tiga unsur administrasi yang 

terdiri dari : 

1. Kegiatan melibatkan dua orang atau lebih 

 

2. Kegiatan dilakukan secara bersama-sama 

 

3. Ada tujuan tertentu yang hendak dicapai. 

 

Tiga unsur tersebut berkaitan erat satu sama lain dan terpadu. Jika salah 

satunya tidak ada maka kegiatan tersebut tidak dapat disebut sebagai  

administrasi. 

Hubungan     Antar      Makna      dan      Defenisi      Administrasi 

Sekalipun dengan susunan kata-kata yang berlainan namun semua defenisi 

tersebut diatas mempunyai inti yang sama yaitu memandang administrasi sebagai 



 

 

 

 

 

suatu jenis kegiatan, aktivitas pekerjaan perbuatan, tindakan ataupun usaha. Tetapi 

kegiatan yang dilakukan tidak hanya satu macam melainkan merupakan suatu 

rangkaian kegiatan. 

Jadi, sesungguhnya administrasi dapat dipandang sebagai suatu rangkaian, 

tetapi juga dapat dipandang sebagai proses pemikiran. Begitu luasnya bidang yang 

dicakup oleh istilah administrasi, sehingga Robert prestus sampai-sampai 

mengungkapkan bahwa-bahwa cakupan ilmu-ilmu sosial lainnya karena kerja 

sama dalam setiap aspek kehidupan. 

2.8 Cabang-Cabang Ilmu Administrasi 

 
Secara umum ilmu administrasi dibagi dalam dua cabang besar yakni : 

adminitrasi Negara dan administrasi niaga perbedaan antara dua cabang ilmu ini 

terletak        pada        fokus        pembahasan        atau        objek         studi.     

The Liang Gie menyebutkan delapan cabang ke ilmuan berasal dari rumpun ilmu 

administrasi cabang-cabang yang dimaksud adalah : 

1. Ilmu Organisasi 

 

2. Ilmu Manajemen 

 

3. Ilmu Tata Hubungan 

 

4. Ilmu Administrasi Kepegawaian 

 

5. Ilmu Administrasi Keuangan 

 

6. Ilmu Administrasi Perbekalan 

 

7. Ilmu Administrasi Perkantoran 

 

8. Ilmu Hubungan Masyarakat 



 

 

 

 

 

2.9 Perkembangan Administrasi 

 
Teguhnya kedudukan administrasi Negara dalam kehidupan masyarakat 

modern tak bias dilepaskan dari faktor kesejarahan apa yang dicapai administrasi 

sekarang merupakan hasil dari rangkaian perjalan yang panjang administrasi 

modern penuh dengan usaha untuk lebih menekan jabatan publik agar 

mempersembahkan segala kegiatannya untuk mewujudkan kemakmuran dan 

melayani kepentingan umum. 

Pentingnya administrasi dikaitkan dengan kenyataan bahwa kehidupan 

menjadi tak bermakna kecuali dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat public 

seiring perkembangan administrasi dipandang sebagai motor penggerak 

pembangunan serta bisa membantu memberikan keterampilan dalam bidang 

prosedur, teknik dan mekanik serta administrasi memberikan bakal ilmiah dalam 

melakukan evaluasi terhadap segala kegiatan. 

Administrasi sebagai salah satu bagian dari Ilmu pengetahuan yang 

membahas masalah masalah sosial berada pada sebuah sistem terbuka yang 

mempelajari proses kerja sama. Sebagai Ilmu Administrasi merupakan sebuah 

system terbuka yang berkembang melalui tahap tahap yang pada setiap tahapnya 

mencitakan pengetahuan baru yang berangkat dari permasalahan yang dihadapi. 

Ilmu Administrasi bukan hanya masalah ketatausahaan pada suatu organisasi saja, 

tetapi juga mencakup pengaturan tatanan kehidupan modern serta mentalitas 

bangsa. Administrasi mempunyai peranan dalam pengembangan dan perumusan 

kebijakan organisasi dengan mengedepankan objektifitas, moral bangsa, sebagai 

satu satunya jalan untuk mempelajari dan mengembangkan pengetahuan yang 



 

 

 

 

 

diperlukan     untuk     mengatasi     masalah     yang     dihadapi      manusia.   

Tata usaha sudah dilaksanakan pada sama kuno sewaktu orang yang bisa nulis 

huruf sampai dewasa ini. Tata usaha yang sering disebut juga pekerjaan tulis 

pekerjaan kantor, atau pekerjaan kertas telah berkembang sangat luas dalam 

beberapa puluh tahun terakhir ini. 

Tata usaha yang demikian meluas itu sebabkan oleh berbagai faktor dalam 

dunia modern ini seperti misalnya pertambahan penduduk . Perluasan pendidikan 

kemajuan teknologi. Perkembangan badan-badan usaha yang bercorak ketata 

usahaan (umpamanya perusahaan bank, iklan dan penerbitan), dan karena 

ketentuan ketentuan dari pemerintah yang masyarakat bukti-bukti tertulis 

umpamanya surat keterangan, kartu penduduk, dan salinan macam-macam 

dokumen. Maupun karena meluasnya pelaksanaan aktivitas-aktivitas administrasi 

lainnya seperti misalnya dalam hal pembuatan bagan organisasi, penyusunan 

rencana, penyampaian instruksi, pengangkatan pegawai, pertanggung jawaban 

keuangan, penginventarisan barang perbekalan dan penyebaran sirkuler 

perkenalan. 

Pengajaran perkantoran di Amerika Serikat perkembangan ilmu administrasi 

perkontaran memperoleh kelanjutannya dalam dunia pendidikan dan pengajaran. 

2.10 Peranan Administrasi 

 
Administrasi amat erat hubungan dengan kegiatan-kegiatan pemberian jasa 

dan barang yang bersifat publik dalam hal pelaksanaan dan pemberian 

pelaksanaan kepada umum sedapat mungkin kedua fungsi dasar ini dilaksanakan 



 

 

 

 

 

oleh administrasi Negara secara efektif, efesien dan selaras sesuai dengan 

keinginan serta kebutuhan rakyat. 

Peranan Administrasi diantaranya : 

 

1. Untuk mengembangkan lingkungan yang mampu mendorong munculnya 

insiatik perseorangan dan berlakunya control sosial dan kontruktif. 

2. Meningkatkan kemampuan dalam membuat deferminasi kebijakan public 

yang lebih berdaya guna agar kegiatan pemerintahan dapat diselenggarakan 

produktif, praktis serta selalu memperimbangkan ukuran ekonomis. 

2.11 Fungsi Administrasi 

 
Adapun fungsi administrasi adalah sebagai berikut: 

 

1. Planning (Perencanaan) adalah penyusun perencanaan memerlukan 

kegiatan adminitrasi, seperti pengumpulandata, pengolahan data, 

penyusunan perencanaan. 

2. Organizing (pengorganisasian) adalah aktivitas menyusun dan 

membentuk hubungan-hubungan kerja anatara orang-orang sehingga 

terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan-tujuan yang  

telah ditetapkan. 

3. Staffing adalah salah satu fungsi dari manajemen yang menyusun 

personalia pada suatu organiasik mulai dari merekrut tenaga kerja, 

pengembangannya sampai dengan usaha untuk setiap tenaga petugas 

memberi daya guna yang maksimal kepada organisasi. 



 

 

 

 

 

4. Directing (pengarahan atau bimbingan) adalah fungsi manajemen yang 

berhubungan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah, untuk 

tugas yang dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju dari yang 

telah ditetapkan semula. 

5. Coordinating adalah sebagian daru fungsi manajemen untuk melakukan 

sejumlah kegiatan agar berjalan baik dengan menghindari terjadinya 

kekacauan, percekcoka, kekosongan kegiatan yang dilakukan dengan 

menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan 

sehingga terdapat kerja sama yang terarah dalam usaha untuk mencapai 

tujuan organisasi. 

6. Reporting adalah manajemen yang berada pada penyampaian 

perkembangan atau hasil dari kegaitan dengan pemberian keterangaan 

dari tugas dan fungsi para pejabat yang lebih tinggi baik lisan maupun 

tulisan sehingga dalam menerima laporan dapat memperoleh gambaran 

tentang pelakasanaan tugas orang yang memberi laporan. 

7. Budgeting adalah suatu kegaitan yang mengelola dan perencanaan yang 

berkelanjutan mengenai keuangan atau anggaran. 

 
 

Intinya administrasi melingkupi seluruh kegiatan, dari pengaturan hingga 

pengurusan sekelompok orang yang memiliki diferensiasi pekerjaan untuk 

mencapai suatu tujuan bersama. Administrasi dapat berjalan dengan dua atau 

banyak orang terlibat di dalamnya. Contohnya, dua orang yang berusaha 

mengangkat batu besar (jika yang satu menarik tuas dan yang satu menahan agar 



 

 

 

 

 

tuas tidak patah) hingga organisasi besar, yaitu mengatur dan mengurus sebuah 

negara (pemerintah). 

Sebagian   besar   literatur    menggunakan    istilah administrasi perkantoran 

dan manajemen perkantoran untuk menyebut administrasi. Hal ini dipertegas oleh 

pernyataan Perserikatan Bangsa-Bangsa (1969), bahwa keduanya memiliki arti yang 

sama, walaupun istilah adminstrasi lebih banyak digunakan untuk hal-hal yang 

berhubungan dengan negara, sedangkan manajemen lebih banyak berkaitan dengan 

perusahaan. 

 

http://www.pengertianahli.com/2013/07/pengertian-manajemen-menurut-para-ahli.html

